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Mengingat 

GUBERNUR SULAWESI UTARA 
PERATURAN DAERAH PR0VINSI SULAWESI UTARA 

N0M0R 07 TAHUN 2022 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 
persetujuan Bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang 
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada 
tanggal 9Agustus Tahun 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 
2023. 

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah 
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

a. 
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2. 

1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ­ 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 
7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

ten tang 
Republik Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3. 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Si stem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 tahun 2018 tentang Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan 
Pemerintah 

dan Pengawasan 
Daerah (Lembaran 

Penyelenggaraan 
Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur 
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I 114; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, 
perencanaan Pembangunan dan 
(Serita Negara Republik Indonesia 
1447; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ten tang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 431); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi 
Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

Keuangan Daerah 
Tahun 2019 Nomor 
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23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 
2006 Nomor 7). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA 

dan 
GUBERNUR SULAWESI UTARA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! 
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara. 
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 berjumlah 
Rp.3.847.375.682.921,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 
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A PENDAPATAN DAERAH Rp. 3.805.645.686.116,00 

B BELANJA DAERAH Rp. 3.486.603.060.424,00 

SURPLUS/ (DEFISIT) Rp. 319.042.625.692,00 

C PEMBIAYAAN 

1. PENERIMAAN PEMBIA Y AAN Rp. 35.000.000.000,00 

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp. 354.042.625.692,00 

PEMBIAY AAN NETTO Rp. (319.042.625.692,00) 

Pasal 3 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.3.812.375.682.921,00 yang 
bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli ; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. l.537.064.614.921,00, yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah 
b. Retribusi daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. l.194.666.513.991. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 255.811.794.389. 

(4) Hasil pengelolaankekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.838.250.000,00. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.748.056.541,00. 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 2.273.929.114.000,00 yang terdiri atas Pendapatan 
transfer pemerintah pusat; 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
direncanakan sebesar Rp. 2.273.929.114.000,00. 
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Pasal 6 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00. 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 
Rp.3.493.333.057.229,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi 
b. Belanja Modal 

c. Belanja Tidak Terduga 
d. Belanja Transfer 

Pasal 8 

direncanakan sebesar 

( 1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 2.501.102.507.678,00 (dua triliun lima ratus satu 
milyar seratus dua juta lima ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan 
rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Sunga 
d. Belanja Subsidi 
e. Belanja Hibah 
f. Belanja Bantuan Sosial 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. l.340.581.220.325,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 931.515.134.723,00. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 44.051.278.562,00 

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 3.700.000.000,00 

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 179.754.874.068. 

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00. 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 392.798.840.328,00 yang terdiri atas : 
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a. Belanja Modal Tanah 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 40.336.176.576,00 ; 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp. 163.121.457.341,00. 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp.107.565.358.030,00; 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp 63.901.018.000,00. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 17.874.830.381,00 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 9.508.656.098,00. 

Pasal 11 

( 1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
direncanakan sebesar Rp 589.923.053.125,00. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp 589.923.053.125,00. 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas : 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 354.042.625.692,00, yang terdiri atas : 
a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 
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(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 62.000.000.000,00 

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.042.625.692,00. 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar 
Rp.319.042.625.692,00 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.3 19.042.625.692,00). 

Pasal 16 

(I) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/ a tau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
Tahun Anggaran 2023 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Bencana alarn, bencana non-alam, bencana sosial dan/ a tau kejadian 

luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat rnengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalarn rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan Pengeluaran 
daerah lainnya yang apabila ditunda akan menirnbulkan kerugian 
yanglebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari: 
1. Lampiran Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pernbiayaan; 
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5. 

Lampiran 
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Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, 
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta 
keluaran; 
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

3. Lampiran 
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4. Lampiran 

Lampiran V 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk PemenuhanSPM; 
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD; 
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah; 
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 
Lainnya 

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah dan Aset Lain-lain 

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang 
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Yang Direncanakan 

XV Daftar Dana Cadangan 
XVI Daftar Pinjaman Daerah 

Pasal 18 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

15. Lampiran 
16. Lampiran 
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Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara. 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 19 Desember 2022 

AWESI UTARA 

' ­ OLLY DONDOKAMBEY 

Diundangkan di Manado. 

Pada tanggal 19 Desember 2022 

RAH PROVINSI SULAWESI UTARA 
t,. 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 07 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 7-278/2022 


